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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah program global yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menjamin 

keadilan dan tata kelola yang baik. Dengan 17 tujuan utama, SDGs menjadi panduan 

dalam mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan 

perubahan iklim, serta menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif untuk 

memastikan tidak ada yang tertinggal. Pelayanan publik yang berkualitas adalah kunci 

tata kelola pemerintahan yang baik, yang menentukan sejauh mana masyarakat 

merasakan kehadiran negara. SDGs ke-9 menekankan pentingnya infrastruktur dan 

inovasi dalam meningkatkan akses serta efisiensi layanan publikProgram seperti SI 

PADUKA yang diterapkan di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang 

menunjukkan inovasi dalam pelayanan dan mendukung prinsip pemerintahan yang baik 

untuk pemerintahan yang bersih dan efisien. (Osborne & Gaebler, 1992)  

Kualitas pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pemerintahan. Dibutuhkan pelayanan berkualitas tinggi di berbagai sektor 

setiap tahun seiring dengan perkembangan yang cepat, kompleks, dan dinamis dari 

lingkungan eksternal pemerintah. Salah satu alasan pemerintah mendesentralisasikan 

kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada daerah adalah kualitas 

pelayanan publik. Hal ini diharapkan akan membuat pemerintah lebih peka atau tanggap 

terhadap dinamika masyarakat di daerah tersebut.. Oleh karena itu, pemerintah harus 
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meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan warga dan memperkuat 

kepercayaan masyarakat, yang menjadi kunci keberlanjutan dan citra positif pemerintah. 

(Yudhoyono, 2008)  

Faktanya, sejumlah besar program peningkatan kualitas pelayanan publik masih 

gagal mencapai tingkat keberhasilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualias 

pelayanan publik. Untuk menyelesaikan masalah masyarakat, pelayanan publik harus 

adil, cepat, dan responsif. Oleh karena itu, dianggap penting bahwa lembaga pemerintah 

dalam berbagai tingkatan melakukan inovasi untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Dengan melakukan inovasi, organisasi dapat menyediakan layanan 

yang inovatif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyrakarat. 

Kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan publik di tingkat lokal, termasuk 

melakukan pendaftaran penduduk, menerbitkan dokumen administratif seperti Kartu 

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan menangani berbagai masalah kependudukan. 

Untuk melaksanakan program pembangunan nasional dan daerah, kecamatan bekerja 

sama dengan lembaga lain. Hal ini mencakup menyediakan infrastruktur, pendidikan, 

dan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kecamatan menjadi 

pemimpin dalam menyediakan layanan publik yang responsif dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat lokal karena mereka terlibat langsung dalam aspek-aspek 

tersebut. (Yani & Syahyuri, 2023) 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, layanan publik bertujuan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Kecamatan, sebagai 

unit administratif kabupaten/kota, berperan dalam penyelenggaraan layanan publik di 

bawah koordinasi camat. (Suhartoyo, 2019). Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota 
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Palembang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 76 Tahun 2016. Sebagai perangkat daerah, 

kecamatan ini memastikan layanan berjalan efektif bagi masyarakat di enam kelurahan 

yang berada dalam wilayahnya yaitu Kelurahan Satu Ulu, Dua Ulu, Tiga Empat Ulu, 

Lima Ulu, dan Tujuh Ulu. (Harnojoyo, 2016) 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditetapkan sebagai unit 

utama layanan publik oleh Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 58 Tahun 2015. 

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat, program ini 

menggabungkan proses administratif dalam satu pintu.  
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Di Kecamatan Seberang Ulu Satu, PATEN mencakup layanan Rekomendasi, 

Perizinan, dan Surat Keterangan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :  

Tabel 1 Layanan Administrasi di Kecamatan Seberang Ulu Satu 
 

Sumber : Kecamatan Seberang Ulu Satu, Tahun 2023  
 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Seberang 

Ulu Satu memiliki salah satu inovasi pelayanan publik dalam Keputusan Camat 

Seberang Ulu Satu Kota Palembang Nomor 21/KPTS/SU. SATU/2023 Tentang 

Pembentukan inovasi pelayanan publik Kecamatan Seberang Ulu Satu “SI PADUKA” 

No Perizinan Surat Keterangan Rekomendasi 

1 Izin pemakaman dan 
pengabuan Jenazah 

Surat kuasa waris dan 
pengakuan ahli waris 

Rekomendasi 
administrasi penerbitan 
IMB di atas 50 M2 

2 Izin penyelenggaraan 
media reklame isidentil  

Surat keterangan bersih 
diri 

Rekomendasi untuk 
pembuatan akta 
pendirian badan usaha, 
koperasi, usaha simpan 
pinjam dan UKM 

3 Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Mikro dan Kecil 

Legalisir surart-surat 
kependudukan 

Rekomendasi Surat 
Keterangan 
Kependudukan 

4  Tanda Daftar 
Perusahaan (TDP) 
Mikro dan Kecil 

Surat Keterangan 
domisili 

Rekomendasi 
persyaratan untuk 
melaksanakan 
pernikahan (non 
Muslim) 

5 Izin Pemotongan 
Hewan (IPH) 

Surat Keterangan 
Pindah antar 
Kecamatan dalam Kota 

Rekomendasi 
pemasangan tower 

6 Izin Operasional Salon 
Kecantikan 

Surat keterangan 
kepemilikan tanah  

Rekomendasi 
pembangunan rumah 
ibadah 

7 Izin Operasional 
Pemangkas Rambut 

 Rekomendasi 
permohonan izin 
keramaian 

8 Izin Operasional Panti 
Pijat Urut Tradisonal 
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Pelayanan antar dokumen umum ke rumah warga adalah inovasi pelayanan yang dibuat 

oleh Camat Seberang Ulu Satu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen 

administratif tanpa harus kembali ke kantor kecamatan. Program ini telah berjalan sejak 

Maret 2023.  (Mukhtiar Hijrun, 2023). SI PADUKA juga diatur dalam Peraturan 

Walikota Palembang Nomor 492/KPTS/BPP-LITBANG/2023 Tentang Inovasi daerah di 

lingkungan pemerintahan Kota Palembang dan SI PADUKA juga termasuk kedalam 

kategori nominasi Camat Inovator Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. (Ratu 

Dewa, 2023). Implementasi program seperti SI PADUKA di Kecamatan Seberang Ulu 

Satu Kota Palembang mencerminkan inovasi dalam pelayanan, sejalan dengan prinsip 

good governance untuk pemerintahan yang bersih dan efisien. (Osborne & Gaebler, 

1992)  

Program SI PADUKA lahir sebagai solusi atas keluhan masyarakat setelah 

peralihan layanan administrasi kependudukan ke UPTD Disdukcapil Zona II Kota 

Palembang. Jarak pelayanan yang jauh menyulitkan warga, terutama lansia, disabilitas, 

dan kelompok kurang mampu. Melihat berbagai permasalahan tersebut, Camat Seberang 

Ulu Satu menciptakan sebuah inovasi pelayanan public melalui Program  SI PADUKA 

untuk mempermudah pengantaran dokumen langsung ke rumah warga. SI PADUKA 

diharapkan mempercepat penanganan dokumen kependudukan, surat keterangan waris, 

dan administrasi lainnya, serta menyederhanakan prosedur pengaduan tanpa harus 

melalui RT/RW. 
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Tabel 2 Jenis Pelayanan yang di antarkan SI PADUKA 

No Perizinan Non perizinan 

1 Surat izin pemakaman dan 
pengabuan jenazah 

Surat kuasa waris dan 
pengakuan waris  

2 Izin Penyelenggaraan 
media reklame isidentil 

Surat keterangan bersih diri 

3  Legalisir surat-surat 
kependudukan  

4  Surat Keterangan kepemilikan 
tanah  

Sumber : kecamatan seberang ulu satu  
 

 Layanan SI PADUKA hanya mengantarkan dokumen yang memerlukan tanda 

tangan langsung Camat Seberang Ulu Satu. Sistem ini memastikan dokumen diproses 

tanpa warga harus menunggu di kecamatan, karena dokumen yang telah ditandatangani 

akan langsung diantarkan ke rumah. 

Adapun mekanisme dari layanan SI PADUKA ini sendiri dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini :  

Gambar 1 SOP SIPADUKA 

 
Sumber : Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang 
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Berikut ini adalah data mengenai jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan 

layanan pengantaran dokumen melalui SI PADUKA berdasarkan jenis dokumen yang 

diproses. 

Tabel 3 Data jumlah dokumen perizinan yang diantar melalui SI PADUKA Tahun 

2023-2024 

No Dokumen Perizinan 2023 2024 Jumlah 
1 Izin pemakaman dan pengabuan 

jenazah  
3 10 13 

2 Izin penyelenggaraan media 
reklame isidentil 

1 5 6 

                                           Total  19 
Sumber : Kecamatan Seberang Ulu Satu  

Tabel 4 Data jumlah dokumen non-perizinan yang diantar melalui SI PADUKA 

Tahun 2023-2024 
No Dokumen Non- Perizinan 2023 2024 Jumlah 
1 Surat kuasa waris surat pengakuan 

ahli waris  
80 78 158 

2 Surat keterangan bersih diri 5 15 20 
3 Legalisir surat-surat kependudukan 18 10 28 
 Total  206 

Sumber : Kecamatan Seberang Ulu Satu 

SI PADUKA mendapat respons positif dari masyarakat karena mempercepat 

penyelesaian dokumen dan mengurangi antrian di kecamatan. Layanan ini memastikan 

dokumen tetap diproses meskipun Camat atau Sekcam sedang dinas, dengan petugas 

mengantarkan dokumen langsung ke rumah warga. 

Berdasarkan hasil observasi  awal di lapangan, ada beberapa permasalahan yang 

dijumpai dalam implementasi program SI PADUKA ini. Pertama, terdapat masalah 

dalam operasional program SI PADUKA di mana pengantaran dokumen masih 

menggunakan kendaraan pribadi dan ponsel pribadi milik pegawai. Hal ini mengganggu 

pegawai, terutama karena warga sering menghubungi di luar jam kerja, yang dapat 
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menyebabkan keterlambatan layanan dan menurunkan kepuasan masyarakat. Masalah 

kedua  pegawai juga menghadapi kesulitan dalam mencari alamat, berdasarkan 

observasi diatas dikarenakan seringkali masyarakat memberikan informasi lokasi yang 

kurang lengkap dan sulit dihubungi. Hal ini menyebabkan proses pengantaran dokumen 

menjadi lebih lama dan tidak efisien. Yang ketiga Kurangnya kepastian waktu 

pengantaran,  membuat warga harus menunggu hingga tujuh hari atau lebih untuk 

menerima dokumen. Ketidakjelasan ini menyebabkan keraguan terhadap SI PADUKA, 

sehingga banyak warga tetap memilih mengurus dokumen langsung di kecamatan. 

Kendala terakhir yang dihadapi yaitu anggaran, kurangnya anggaran yang memadai 

menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat. Jika anggaran terus-menerus 

bergantung pada kas kecamatan tanpa adanya alokasi khusus dari APBD, potensi 

pengembangan program SI PADUKA menjadi terbatas. Kecamatan tidak dapat 

memperluas jangkauan program, meningkatkan fasilitas operasional, atau mengatasi 

tantangan seperti transportasi dan logistik yang lebih efisien. Akibatnya, inovasi yang 

seharusnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat justru terhambat 

perkembangannya. 

Penelitian tentang Inovasi Program ini sudah banyak dikaji oleh peneliti. Misalnya 

(Nugraha & Fanida, 2021) meneliti inovasi pelayanan "Si Cantik" di Kecamatan Krian, 

Sidoarjo. Penelitian ini mengungkapkan keberhasilan inovasi "Si Cantik" dalam 

menyediakan layanan administrasi seperti e-KTP dan KK yang diantar langsung ke 

rumah warga. Hasilnya menunjukkan pentingnya sosialisasi dan koordinasi antar pihak 

dalam mendukung implementasi program & (Adnan & Farhani, 2021) mengevaluasi 

efektivitas pelayanan dokumen kependudukan melalui sistem PADUKO di Padang 
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Panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berbasis online memudahkan orang 

untuk menyelesaikan dokumen tanpa harus pergi ke kantor.(Agus Bahrudin, 2022) 

meneliti Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan (Si D’nok) di Semarang. 

Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan berbasis digital ini memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi kepada pengguna, dengan koefisien kepuasan mencapai 93,2% . 

(Tumundo et al., 2021) layanan "Es Mama" di Bitung. Penelitian ini menyebutkan 

bahwa lemahnya infrastruktur organisasi dan kurangnya intensitas penyampaian kepada 

masyarakat menjadi faktor yang menghambat implementasi program ini. 

(Taufiqurrahman, 2023) mengevaluasi program "di" di Pasuruan. Penelitian ini 

menemukan bahwa meskipun program berjalan dengan baik, namun kurangnya 

sosialisasi dan sarana prasarana menjadi kendala utama.  

Teori Implementasi kebijakan telah umum digunakan untuk mengukur penerapan 

suatu program. (Alamin, 2023) meneliti program PADU-DESK di Kutai Kartanegara. 

Pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle 

(1980), yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam keberhasilan kebijakan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan 

masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. (Nuryana & Junaidi, 

2025) meneliti implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam teori Donald 

Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Implementasi Satu Data Indonesia di Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

berjalan cukup baik, namun masih terkendala oleh kurangnya tenaga ahli, keterbatasan 

anggaran, dan komunikasi yang belum optimal. (Setyawan & Prabawati, 2021) meneliti 
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penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) di Jawa Timur. Penelitian 

ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program berbasis digital sangat bergantung 

pada komunikasi yang efektif antara pelaksana dan masyarakat untuk memastikan 

pelayanan berjalan dengan lancar. (Sucahyo et al., 2022) mempelajari implementasi OSS 

(Onlubmission) di Probolinggo. Penelitian ini mengungkapkan keberhasilan OSS dalam 

mempercepat pelayanan perizinan, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam 

aspek teknis dan edukasi masyarakat. (Primus Yaluwo, 2021) meneliti implementasi 

program Kartu Indonesia di Boven Digoel. Studi ini menekankan pentingnya dukungan 

pemerintah dalam memotivasi pelaksana kebijakan. (Purwani & Suryawati, 2021) 

menganalisis program SPION (Sistem Perizinan Onliarjo, yang menunjukkan 

keberhasilan integrasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan.  

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang 

mempelajari Program SI PADUKA (Sistem Pelayanan Antar Dokumen Umum ke 

Rumah Warga) di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dari perspektif 

implementasi kebijakan, khususnya dengan menggunakan Model Implementasi 

Kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

kebijakan SI PADUKA (Sistem Pelayanan Antar Dokumen Umum ke Rumah Warga) 

dijalankan. Penelitian ini akan membahas empat dimensi utama yang mempengaruhi 

implementasi program: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan uraian 

latar belakang penelitian di atas:  
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 “Bagaimana Implementasi Program Sistem Pelayanan Antar Dokumen Kerumah 

Warga (SI PADUKA) Di Kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program Sistem Pelayanan Antar 

Dokumen Kerumah Warga (SI PADUKA) dilaksanakan di Kantor Kecamatan Seberang 

Ulu Satu Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, Peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian akademik mengenai implementasi kebijakan, khususnya 

dalam konteks inovasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat ditingkat kecamatan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak kecamatan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya 

melalui program SI PADUKA. Penelitian ini membantu mengidentifikasi kendala 

di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki koordinasi, 

sosialisasi, dan efisiensi layanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. 
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